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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 45 TAHUN 2020 

 

TENTANG  

 

 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BARITO UTARA, 

 

Menimbang : a.  bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

   b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana 

Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 

2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan 

Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020, 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan 

Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020, 

dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 

188.44/280/2019 tentang Juara Perlombaan Desa dan 

Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, 

maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu dilakukan penyesuaian; 

   c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;   

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
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Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun   2004   tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 

Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 



4 

 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak  

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 

Viruse Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua 
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Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 968); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020.   

    

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati : 

1. Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 

2); 

2. Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 

4); 

3. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 

10); 

4. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 

21); 

5. Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 

23); 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

 

a. Pendapatan :  

1.  Pendapatan Asli Daerah  Rp.        101.985.210.655,00 

2.  Dana Perimbangan Rp.     814.868.400.000,00 

3.  Lain-lain pendapatan yang sah            Rp.    199.555.844.760,00 

 Jumlah Pendapatan Rp. 1.116.409.455.415,00 

b. Belanja : 

1.  Belanja Tidak Langsung : 

a) Belanja Pegawai Rp.     479.459.063.524,00 

b) Belanja Bunga Rp.    0,00 
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c) Belanja Subsidi Rp 0,00 

d) Belanja Hibah Rp 22.186.900.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 6.018.000.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil Rp 3.358.644.695,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan Rp  159.736.849.000,00 

h) Belanja Tidak Terduga  Rp  78.302.636.516,00 

i) Belanja Bantuan kepada Asosiasi Rp 0,00 

              Rp.    749.062.093.735,00 

2.  Belanja Langsung : 

a) Belanja Pegawai Rp.     108.244.547.493,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.    208.160.251.102,00 

c) Belanja Modal Rp 208.848.181.441,00 

     Rp.    525.252.980.036,00 

 Jumlah Belanja Rp. 1.274.315.073.771,00 
 Surplus/ (Defisit)    (Rp.    157.905.618.356,00)                  

c. Pembiayaan :  

1.  Penerimaan   Rp.     191.233.827.480,00 
2.  Pengeluaran Rp.     0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.     191.233.827.480,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp   33.328.209.124,00 

 

2. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan 

Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran VI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

 

           Ditetapkan di   Muara Teweh 

           pada  tanggal   4 November 2020 

 

  BUPATI BARITO UTARA, 

 

                                             ttd 

 

  NADALSYAH 

 

 

 

 

 

 




